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DEMI KEADI AN RERNASARKAN KETIIHANAN YANG MAHA ESA

Ma LUwuRk TSiciinea Jan mengadii pada unghatl penaima,
dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai
Gugat antara:
Siti Haiar binti Palalana Sarapana. umur 27 tahun. agama Islam. pendidikan
SMA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, iempat iinggai
di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara,
Kabupaten Bangaai. Selaniutnya disebut sebaaqai
Penggugat;
Melawan
Erwana Richard bin Yanaki Fonarus Diava. umur 40 tahun. agama Islam.
pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggai

di Kelurahan Jole, Kecamatan Jole, Kabupaten

Banaaai. Selanjutnva disebut sebaagai Terquaat:

Pengadiian Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendenaar keteranaan Penaauaat dan saksi-saksi di persidanaan:
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DUDUK PERKARA

Menimbana. bahwa Penaauaat berdasarkan aquagatan tanaaal 5

Desember 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk

di bawah Register Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 5 Desember 2016,

telah menaaiukan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2011, Penggugai dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara sebagaimana tercatat dalam
buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/14/Vi2011 tanggal 9 Mei 2011;

2) Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak vana bernama Austin Fonarus Diava. umur 4 tahun
daiam asuhan Penggugat;

3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan

rukun dan hammonis dan tinaagal bersama dirumah kontrakan akan tetapi

sejak fahun 2015 antara Penggugat dan Tergugai sering ienadi
perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan

Terguaat menjadi tidak harmonis tapi Penaguaat masih berusaha sabar

demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada

4)
intinva disebabkan oleh karena Teraugat kembali ke agamanva semula

(Budha);

5) Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun

2016 vang menyebabkan Penagaquaat turun dari rumah dan perai

meninggaikan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
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berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan
kewaiiban masina-masing sebagaimana lavaknva suami istri:
6) Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah
pihak namun tidak berhasil:

7) Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga suiit untuk

dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah

tanaaa denoan perceraian:

Berdasarkan alasan/dalil-dalili di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara
ini, selaniutnva menjatuhkan putusan vana amarmva berbunvi :
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat:

2. Menijatuhkan talak satu bain sughra Terguagat (Erwana Richard bin
Yangki Fongrus Djaya) terhadap Penggugat (Siti Hajar binti Paiaiang
Sarapang);

3. Membebankan biava perkara menurut hukum:

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidanaan vana telah ditetapkan. Penaauaat telah

hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas

panaailan Nomor 0526/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanaagal 9 Desember 2016 dan 15

Desember 2016 yang dibacakan dipersidangan Tergugat teiah dipanggii secara
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resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan
oleh suatu halanaan vana sah:

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernan hadir dalam persidangan
perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam
Peraturan Mahkamah Aguna Nomor 1 Tahun 2016. tidak dapat dilaksanakan:

Bahwa, Majelis Hakim dalam upaya damai telah pula memberikan
nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali
untuk mempertahankan rumah tangaa. akan tetapi upava tersebut tidak
berhasii;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan
Penaaugat vang isinva tetap dipertahankan oleh Penaguaat tanpa ada
perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
menaajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Siti Hajar, NIK
7201045510890006. vana diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Banggai, tanggai 8 April 2013. Bukii tersebut diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,
bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Maielis diberi tanda P.1:

2. Fotokapi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/14/Vi2011 tanggal 9 iviei 201 yang

diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota

Palu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinva, ternvata cocok
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dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh

Ketua Maielis diberj tanda P.2:

. Saksi :
. Musliady M. Hi Dg. Sibali bin Marwis Hi. Dg. Sibali, dibawah sumpahnya

telah memberikan keteranaan secara lisan dalam persidangan. vana pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
tetangga Penaaugat:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah pasangan suami isteri yang sah
menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang;

Bahwa semula Penaquaat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana iayaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi. mereka serina berselisih dan bertenakar mulut penvebabnva
karena Tergugat ieiah kembali ke agamanya semuia yaitu agama Budha;
Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat langsung Tergugat
perai beribadah ke Wihara:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awai tahun
2016, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi

saling menaunijunai:
Bahwa saksi tidak berani memberikan nasehat kepada Tergugat karena

masalah ini berkaitan dengan masalah keyakinan;
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2. Yerry Paeh bin Abdul Kahar M dibawah sumpahnya telah memberikan

keteranaan secara lisan dalam persidanaan. vang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
tetangoa Terguaat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah pasangan suami isteri yang sah
menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang;

- Bahwa semula Penaauaat dan Tergugat telah hiduo rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi. mereka serina berselisih dan bertenakar mulut penvebabnva
karena Tergugat telah kembaii ke agamanya semuia yaitu agama Budha;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat langsung Tergugat
perai beribadah ke Wihara:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat teiah pisah tempat tinggai sejak awai tahun
20186, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi
saling mengunijunai;

- Bahwa saksi dan pihak Keluarga sudah pernan menasehati Penggugat
untuk rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penaaugat menaajukan kesimpulan vana pada pokoknva tetan
mempertahankan dalil-daiil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena

telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu

apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk

berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian vana tak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan gugatan Penagugat adalah

sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari
dan tanagal vana telah ditetaokan dan tidak pula menvuruh orang lain hadir
sebagai wakiinya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil
Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Agama Luwuk vang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tingaal
Tergugat secara in person. Juga Tergugat teiah dipanggii secara patut sesuai
Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak termyata bahwa
ketidakhadiran Teraugat tersebut beralasan secara hukum. sehingaa harus
dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan
maksud pasal 4 avat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Aguna Republik
indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadiian tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak perah hadir
di persidanagan:

iienimbang, banwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis
Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap

bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tanaganva serta mau damai

dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
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Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo
pasal 82 Undana-Undana Nomor 7 Tzhun 1989 tentana Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39
avat (1) Undana-Undana Nomor 1 Tahun 1974 lo. pasal 31 avat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hiduo rukun dalam rumah tanaga
sebagaimana maksud Pasai 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
gugatan Pengqugat beralasan dan tidak melawan hukum:
ivienimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan
mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat kembali ke agamanya semula
(Budha);
Menimbang, bahwa terhadap daiii-dalii gugaian Penggugat iersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pemah hadir di

persidangan;

hMenimbang, bahwa yang menjadi pokok permasaianan daiam perkara

ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

Benarkah telah teriadi perselisihan dan pertengkaran antara Penaauoat

dengan Tergugat secara terus-menerus ?;

Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;

Apakah Penaquaat dan Terauaat telah pisah tempat tinaaal?
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Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat

rukun kembali dalam sebuah rumah tanaga 7:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada aiasan

erceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

P
.undana Nomor 1 Tahun 1974

Tahun 1975 tentana Pelaksanaan Undana

teniang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum islam,

isi nerus dan
yaitu atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus me
kembali ke agamanya semula:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daiii-daliinya Penggugat

mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbana, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)., vana

merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan asiinya, isi bukil

tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

perkawinan pada tangaqal 8 Mei 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Palu Utara bukii tersebut tidak dibantah oieh Tergugat, sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

kekuatan vang sempurna dan mengikat.

iienimbang, bahwa berdasarkan bukii (P) tersebut terbukii bahwa

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada

tanaaal 8 Mei 2011 dan sampai sekarana belum pemah bercerai. denaan

demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (iegal standing) daiam

perkara ini.
Menimbana. bahwa saksi 1 Penaguaat (Musliadv M. Hi Dq. Sibali bin

Marwis Hi. Dg. Sibaii), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
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memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4
R.Ba. dan pasal 175 R.Ba.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat,
Penagugat dan Teraugat adalah pasanaan suami isteri vang sah menikah
tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang, semula Penggugat dan Tergugat telan
hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak
tahun 2015 kehiduban rumah tangoa Penaauaat dan Teraugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisin dan bertengkar muiut
penyebabnya karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu agama
Budha. saksi mengetahuinva karena saksi pemah melihat langsung Terguaat
pergi beribadah ke VVihara, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak awal tahun 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak
pernah lagi saling menaunjungi. saksi tidak berani memberikan nasehat kepada
Tergugat karena masalah ini berkaitan dengan masalah keyakinan, adalah
fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penaauaat. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi svarat
materiil sebagaimana teiah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti:

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (Yerry Paeh bin Abdul Kahar
M), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

sebagaimana diatur dalam pasal 172 avat 1 angka 4 R.Ba. dan pasal 175

R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai saksi kenal

dengan Penaauaat dan Terauaat, karena saksi adalah tetanaga Pengauaat.
Penggugat dan Tergugat adaiah Pasangan suami isteri yang sah menikah
tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 orang, semula Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun dan hamonis sebaaaimana lavaknva suami istri. akan tetapi sejak
tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugai sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar mulut
penvebabnva karena Terauaat telah kembali ke agamanya semula vaitu agama
Budha, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat langsung Tergugat
pergi beribadah ke Wihara, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
seiak awal tahun 2016. Pengquaat vang perai meningaalkan Teraguaat dan tidak
pernah lagi safing mengunjungi, saksi dan pihak keluarga sudah pernah
menasehati Penggugat untuk rukun dan bersabar dalam membina rumah
tangaa. tapi tidak berhasil adalah fakta vang dilihat sendiri/didenaar sendiri dan
reievan dengan dalil yang harus dibukiikan oieh Penggugai, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam pasal 308 R.Ba. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembukiian dan dapat diterima sebagai aiat bukii;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di
bawah sumpah. dan di depan persidangan telah memberikan keteranagan
secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat

saling bersesuaian antara satu denagan vang lainnva, maka berdasarkan
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ketentuan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPerdata, keterangan tersebut
dapat dipertimbanakan dan diterima sebaaai bukti dalam perkara ini:
Menimbang, bahwa semua alat bukti Penggugat ieiah memenuhi syarat
formal dan materiil, maka semua alat bukti Penggugat tersebut mempunyai nilai
pembuktian. sehinaaa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan menaikat:
Menimbang, bahwa berdasarkan P dan keterangan saksi-saksi tersebut

di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya

saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Maielis telah dapat

menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penaquaat dan Terqugat adalah suami isteri sah melangsunagkan
perkawinan (akad nikah) secara Isiam pada tanggai 8 iiei 2011 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu
Utara:

2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami
istri dan telah dikaruniai 1 orana anak:

3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat telah
kembali ke agamanva semula vaitu agama Budha;

4. Banwa Penggugat dan Tergugat ieiah berpisah tempat tinggal sejak awal
tahun 2016 dan pihak Penggugat yang pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama;

5. Bahwa saksi kedua dan pihak keluarga telah berusaha menasihati,

Penaguaat namun tidak berhasil:
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan
bahwa keadaan rumah tanaaa Pengguoat dan Terauaat tidak harmonis lagi
dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran mulut sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai,
sementara pengadilan maupun pihak keluaraa telah berusaha menasehati dan
mendamaikan tetapi tidak berhasi, maka yang demikian itu felah
mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah
(Imetrievable breakdown) dan sudah tidak munakin untuk rukun kembali (on
heei baare iweespaif), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak
mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang
sakinah. mawaddah dan rahmah sebaaaimana dikehendaki oleh Al-Quran
Surat Ar-Rum ayat: 21 dan pasai 1 Undang-undang Nomor i Tahun 1574
tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang. bahwa denaan teriadinva pertengkaran dan perselisihan
yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua beiah pihak
akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia

sebagaimana vang diharapkan. Seharusnva kedua belah pihak saling peduli
dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri
untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir
bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undana Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasai 77 ayat (2) Kompiiasi Hukum isiam;
Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbuikan
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Disclaimer

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,
sehingaa oleh karenanva Maielis Hakim berpandapat bahwa rumah tanaqa
Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat,
apabila dihubunakan dengan diaiukannya augatan cerai oleh Pengauaat dan
tidak berhasiinya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali
bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga
Penagugat dan Terguoat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali.
sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudiaratnya
dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung

tanpa penvelesaian vana pasti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39
avat (2) Undang-undana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan vang
disebutkan bahwa “Uniuk melakukan perceraian harus ada cukup aiasan,
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
isteri”. juncfo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
teniang FPelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu
atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kembali ke

agamanya semuia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi

norma hukum Islam sebagai berikut :

1. Kaidah fighiyah yang berbunyi:
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Cladicly fo o desulidis,s

Artinva : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencarn kemaslahatan®
2. Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim
sependapat dengan dalil figh yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid
2 halaman 291 vana diambil alih sebagai pendapat Maijelis Hakim sebaaqai

berikut:

ool e calhs o ng_i,th.ﬁ.lgﬂiJMI‘.Iym B Las Ly gz 30 0 puiad A g 300 ) 13
Ll 73Vl 20 Sac o el ) 13) 2530 Ailb | alal) Leilhs, it JEa il

Artinya : “Apabh’a seorang isteri menggugat suamfnya telah memberikan

el b [
ﬂcllluullufﬂlqll nvpaual ':“ UGIIHUII JGOUG{U JGIJH lldQl’\ mumpu IHHI
1infesle hprrr:ud antfara !(arfunm/a maka haloh hnnn ictri pntule

memohon kepada Hakim agar mencerarkannya Dan | pada saat itu
HaKim menceramannya aengan faiak Dain jika terbuku
nemadharalan dan sufit uniuk mendamaikan antara Keduanya”
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup
beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Terquaat sekalipun
kepadanya teiah dipanggii secara sah, maka berdasarkan pasai 149 ayat (1)
R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;
Menimbang. bahwa dengan dikabulkannva gugatan Penagugat maka
Pengadiian menjatuhkan taiak Tergugat ternadap Penggugat, dan oieh karena

perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat,

maka berdasarkan Pasal 119 avat (2) Kompilasi Hukum Islam talak vana

dijatuhkan terhadap Penggugat adaiah taiak satu ba'in sughra;
Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana

maksud pasal 84 Undana-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentana Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
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Disclaimer

majelis hakim cecara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan

maka

Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini vana telah berkekuatan
hukum fetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman

penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara,

Kabupaten Banaaai dan wilavah tempat kediaman Tergugat dalam hal ini

Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai seria

wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam hal

ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara. Kota Palu untuk dicatat dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penaauaat sebagaimana vana tercantum dalam
titei mengadili, vide pasai 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 teniang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua denaan Undana-Undana Nomor 50 tahun

2009.
Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta hukum svara’ vana berkaitan denagan perkara ini.

MENGADIL!

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan augatan Penaaugat denaan verstek:

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Erwang Richard bin Yangki

Fongrus Djaya) terhadap Penggugat (Siti Hajar binti Palalang Sarapang);
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esia

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan A,
gama Luwuk untuk mengir
girimkan

Salinan Putusan ini vang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten
Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Luwuk Selatan. Kabupaten Bangoai serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu uniuk dicatat dalam dafiar
yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pengaugat untuk membavar biava perkara seiumlah
Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Penaadilan Agama Luwuk pada hari Kamis. tanagal 22 Desember 2016
Masehi beriepatan dengan tanggai 22 Rabiui Awai 1438 Hijriyan oleh kami
H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI
dan Rokiah binti Mustaring. S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anaagota
pada nari itu juga puiusan tersebut diucapkan daiam sidang terbuka
untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan
dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Penaganti.

dengan dihadiri oieh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

H. Abdul Muhadi, S.Ag}, M.H.
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Hakim Anggota P

Panitera Pengganti

.

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

ya Perkara:

perincian Bia

. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-
Rp. 310.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 6.000.,-
~— Rp.  401.000-

9 Biaya proses
3. Biayapanggilan
4. Biaya redaksi
5. Biayamaterai

TR e
Jumlah

(empat ratus satu ribu rupiah)
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